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2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 

Tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); 

4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 

2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

6532); 

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 

tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab 

Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

20); 

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan 

Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757); 

7. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang 

Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

175); 

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 

Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

972); 
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9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.06/2021 

Tahun 2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang 

Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 1212); 

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 

tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 

346); 

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 

Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

1292); 

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 

2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, 

Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat 

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 

13. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi 

Nomor 152/RT.01.2-SD/15/2025 tanggal 22 Mei 2025 

perihal Opname Fisik Barang Milik Negara. 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN BUNGO TENTANG PEMBENTUKAN TIM 

INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA KOMISI PEMILIHAN 

UMUM KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026 

 

KESATU : Menetapkan Tim Inventarisasi Barang Milik Negara di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

 

 






